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- E Latar bekakang
Mabalah peianggaran berat
HAM (gmm vza/atzofz hatinan ngM di
Indonesia baru dikenal setelah
berlakunya Uﬁdang-'un&ang No.26
Tahun 2000 tentang Pengadilan
HAM. Dalam Undang-undang
tersebut yang dimaksud dengan
pelanggaran berat HAM meliputi
kejahatan genosida dan kejahatan
terhadap kemanusiaan. Undang-
uadang No.26 Tahun 2000 tidak
memasukkan kejahatan perang
sebagal pelanggaran berat HAM,
artinya jika terjadi kejahatan petang
_dimana didalamnya mengakibatkan
“banyak penduduk sipil menjadi
korban, para pelaku tidak dapat
dituntut secara pidana melakukan
pelanggaran berat HAM berdasar-
kan Pasal 7 Undang-undang No.26
Tahun 2000 dan Pengadilan HAM
tidak berwenang untuk mengadili-
nya karena kejahatan tersebut

bukan merupakan yurlsdiksl
Pengadﬂan (Pasal 4). L

Pembentukan Undang—un—
dang ini didasarkan atas pertim-
bangan antata lain sebagai berﬂq,t

1. Pélanggaran berat FHAM
merupakan “extra ordinary
crimes” yang berdampak luas
baik secara nasional maupun
internasional dan bukan
merupakan tindak pidana yang
diatur dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KU-
HP).

2. Untuk pelanggaran berat
HAM, diperlukan penyeli-
dikan, penyidikan, penuntutan,
dan pemeriksaan yang bersifat
khusus untuk it 2). diperhu-
kan sistem ad hoc untuk
penyelidikan dan penyidikan
dan dibentuk penuntut urmum
serta hakim ad hoc. b) Penyeli-
dikan hanya dilakukan oleh

" Peneliti Finknim pada Badan Persbinaan Hukure Nasional Departemen Hubn dan HAM di Jakarta.-




ot _fKoml51 Hak Asam Manusia

-.-:'..:--;’.;sedaﬂgkﬂﬂ penyldlk tidak

S ."'----'_-'berwenang menenma laporan

atau pengaduan sebaovaimaaa
- -_-.'-E__;dlatur dalam KUHP. c) Di-

i peﬂukan pengatumn mengenat.

. _._tcnggaﬁg waktu tertentu untuk
b __-melaiﬁﬁ«.an penyxhkan penun-

.otutan dan pemerxksaan di

| ”-_.._____pengadﬂan d) Dlperlukan__

L .'__:.".-._:ketenman mengenai petlin-
- dungan korban dan saksi. €)
‘Diperlukan ketentuan yang
. menentukan tidak .ada kada-
- luarsa bagi pelanggaran berat
3. Mengenai pelanggaran berat
HAM seperti kejahatan geno-
- sida dan kejahatan terhadap
kemanusiaan berdasarkan
- hukum internasional dapat
dilakukan penyimpangan
terthadap asas non-retroaksf.
Sehingga Undang-undang ini
mengatur pula tentang Penga-
dilan HAM Ad Hoc untuk
memeriksa dan memutus
perkara pelanggaran berat
HAM yang terjadi sebelum
diberlakukannya Undang-
undang ini (Pasal 43).

Kontroversi timbul ketika
amandemen keduaz UUD 1945
mengatakan bahwa: “Hak setiap

orang untuk tidak diadili oleh

hukum yang berlaku surut. (fzwz—
re,.fmaaz‘zz:zaj/)” (pasal 28 1), me- -
rupakan pertentangan dari Pasal 43 -
Undang-undang No.26 Tahun
2000. Memang dalam Insernational
Crstomary Law seperti yang dlatl.li‘ 5
dalam I, m‘emafzaﬁa! Covenani on Ciil =
ﬂf?d Political Rz(gbﬁ aAC CPR) dmya‘ta— '
Lan bah\m setmp omﬁg tidak dapat i
diadili oleh hukum yang berlaku
surnt, Namun dalam pasal yang ~
sama, juga, d_nyaLakan babwa ke- -
tentuan tersebut tidak dapat diper-
gunakan untuk membebaskan
seseorang yang telah melakukan
kejahatan menurut hukum inter
nasional. Tetapi persoalannya disini
bukan soal boleh atau ticiakny_zi
hukum dapat betlaku surut dalarn
kasus pelanggaran berat FIAM,
melainkan ancaman terbesar adalah
soal tata urutan peruﬂdang;
undangan (birarey of norvi), dimana
Undang-undang No.26 Tahun 2000
justrn menganulir UUD 1945
(constitution) yang merupakan
sumber huloum tertinggi Indonesia,
Problem ini bisa mengancam
gagalnya proses Pengadilan HAM
Ad Hoe, dimana menurut sisterm
hukum yang berada di Indonesia,
Undang-undang yang berada di
bawah konstitusi tidak boleh ber-
tentangan dengan Undang-undang




yang berada di atasnya. Sehingga

keabsahan dari Undang-undang
No.26 Tahun 2000 masih diper-
-soalkan oleh tim pembela para
perwua TNI/ POLRI

I{ewa}lban untuk tunduk
Lepada pembatasan yang ditetap-
kan dengan undang—undang se-
b'}gmmana tercantum dalam pasal
28] ayat (2) Amandemen UUD
1945 yang berbunyi:“Dalam
men)aiankan hak dan kebebasannya
setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan
dengan Undang undang yang
dimaksud semata-mata untuk men-
jamin pengakuan serta peng-
hormatan atas hak dan kebebasan
orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai
agama, keamanan, dan ketertiban
umurmn dalam suatu masyarakat
demokratis”.

Dengan ungkapan lain asas
retroaktf dapat diberlakukan
dalam rangka melindungi HAM ita
sendiri berdasarkan Pasal 28](2Z).

Kejahatan genosida sebagai
salah satu pelanggaran berat HAM
menurut Undang-undang No.26
Tahun 2000 1alah: “Setiap per-
buatan yang dilakukan dengan
maksud untuk menghancurkan

atau memusnahkan seluruh atau
sebagian kelompok bangsa; ras
kelompok etnis, kelompok agama
dengan cara: a) membunuh ang-
gota kelompok; b) mengakibatkan
penderitaan fisik atau mental yang
berat terhadap anggota-anggota
kelompok; c) menciptakan kondisi
kehidupan kelompok yang akan
mengakibatkan kemusnahan secara
fisik baik seluruh atau sebagiannya;
d) memaksakan tindakan-tindakan
yang bertujuan mencegah kelahiran
di dalam kelompok; atau e) me-
mindahkan secara paksa anak-anak
dari kelompok tertentu ke kelom-
pok lain.

Sedangkan definisi kejahatan
terhadap kemanusiaan ialah:*Salah
satu perbuatan yang dilakukan
sebagai bagian dari serangan yang
meluas atau sistematik yang di-
ketahuinya bahwa serangan ter-
sebut ditujukan secara langsung
terhadap penduduk sipil berupa: )
pembunuhan ; b)pemusnahan; c)
perbudakan; d) pengusiran atau
pemindahan penduduk secara
paksa; e) perampasan kemerdekaan
atau perampasan kebebasan fisik
lain secara sewenang-wenang yang
melanggar (azas-azas) ketentuan
pokok hukum internasional; f)
penyiksaan; g) perkosaan, per-
budakan seksual, pelacuran secara




: _kebangsaan etnis, budaya agama

o -_-__;ems keimmn_atau ;;I_asan 1am yang._ _
. telah diakui, secara universal se-..
~ bagai hal yang dilarang menurut.-

: hu}'um mternasmnal 1) pcnghﬂang-
‘anorangsecara paks a; j) kejahatan
apartheid. = o
- Dalam penjelasan Pasal 7
Undang-undang No.26 Tahun
2000, dikatakan bahwa definisi
mengenai kejahatan genosida dan
kejahatan terhadap kemanusiaan di
atas adalah sesuai dengan Pasal 6
dan Pasal 7 Stauta Roma tentang
Mahkamah Pidana Internasional
(1CC). Dcngan kata lain, rumusan
yang terdapat dalam Undang-
undang No.26 Tahun 2000 me-
rupakan adopsi dati Staruta Roma.

Namun jika dicermati rumus-
an tentang kejahatan terhadap
kemanusiaan (oimes against buma-
atfy), dalam Undang-undang No.26
‘Tahun 2000 tidak secara utuh
mengadopsi definisi dari Statuta
Roma, sehingga berpotensi timbul-
nya multi intepretasi dalam praktek
dan sulit untuk dibukdkan.

~pak emaksaan kehamllan

: B -.-"_--.pcmandulan atau stenhsam secara
- paks: tau:benmlsvbentuk kekeras-,.

- anlam-yang setara; h) penganiayaan
B "'-terhzidap suatu. kelompok tertentu
. amu perkumpulan yang didasari-
. persamaan paham politk, ras,

?almg tidak terdapat duaf.'.::

: kelemahan mendasar dari deﬁm51- o

ke]ahatan terhadap kcmanumaaﬂ; :

dalam Undang undang No.26

"_Tahun 2000 , yaitu: Pertama, Tidak
dijelaskan secara mendalam deﬁms;'_'-_; )
- terhadap tiga elemen pentingdalam

pasal tersebut yaitu elemen meiuas_ .

-'_(wzdeaprmd) sistematik, dan di--.
ketahui (1-1tens1) Keudak;eiasan;_:-_ k
deﬁm51 ‘tethadap tiga elemen ini

akan menimbulkan . problem -
intepretasi oleh hakim. Dan akan
berimplikasi terhadap masalah
pembuktian sehingga pemidanaan
tethadap pelaku-pelaku kejahatan.
yang dimaksud akan menjadi sulit.
Kedua, adanya problematika yang
timbul dari penerjemahan yang
keliru -oleh undang-undang te_;Q _
hadap definisi kejahatan terhadap -
kemanusiaan, yaitu kata direted yang
seharusnya diartikan “ditukan”,
oleh undang-undang ini diartikan
Kata
“langsung” ini bias berimplikasi
bahwa hanya para pelaku langsung
dilapangan sajalah yang dapat
dikenakan pasal ini sedangkan
pelaku di atasnya (atasan) yang
membuat kebijakan tidak akan
tercakup oleh pasal ini.

“ditugukean secara langsung”’.

Selain kelemahan-kelemahan
dia atas, dalam definisi kejahatan
terhadap kemanusiaan dalam




S h%?%gg? uﬂmk kc_la.hatasrhel_ahasan
- lain yang termasuk dalam elemen

'- _:5;.'-_'--'Undang~undang No 26 Tahun
f2000 ticiak cilcantumkan “other

e 'mbztman acz:r atau perbuatan tidak
_ manusiawi Iam dengan sifat’ yang

::_-'-sama yang sccara sengaja menye-

-_-.;i'__babkan penderitaan yang berat;
. atau luka serius’ terhadap badan
Rt atau mental atau kesehatan ﬁ31k-

- meluas, sistematik; dan diketahui
- (intensi) tidak dapat dikategosikan
sebagai keéjahatan terhadap ke-
'maziﬁsiaaﬁ."Sebagaj contoh tindak-
~an “pembumibangusan” di Timot
Lesteyang melibatkan aparat TNI,
akan menyulitkan Hakim untuk
| mj:_:ﬁgkate:goﬂkznnya—sebagai suatu
_pelanggaran berat HAM karena
tidak diatur dalam Undang-undang
No.26 Tahun 2000, serentara hal
tersebut sudah menjadi suatu
permasalahan internasional dan
menjadi beban politik yang me-
malukan bagi bangsa Indonesia.
'Pada' dasarnya tidak ada
ncgara yang tidak memiliki cara-
cata nasional untuk menjamin
penegakan HAM. Secara yustisial
di Indonesia, Ketetapan MPR RI
No. XVII/MPR/1998 tentang
HAM menugaskan kepada lem-
baga-lembaga tinggi negara dan
seluruh aparaturnya untuk meng-

“tentang HAM dapat dllakfukan
‘melalui’ pembentukan Ko"misi'

hormati, menegakkan dan me e
 barluaskan pemahaman mengenai

HAM kepada seluruh masyarakat

serta segera meratifikasi be:tbag'u_ .

instrumen PBB tentang FHAM
sepanjang tidak. bertentangan _
dengan Pancasiladan UUD 1945.

“Pemberian perhndungan

Nasional HAM (Komnas HAM)_,'
Pengadilan HAM serta Ko;_m;si
Kebenaran dan Rekonsiliasi
Pengadilan HAM di Indonesia
akhirnya terealisasi dengan dike-
luarkannya Keputusan Presiden
No.96 Tahun 2001 yang meman-
datkan dibentuknya Pengadilan
HAM Ad Hoc untuk menangani
kasus Tanjung Prok dan Tih_d_or

. Timur pasca jajak pendapat.

Pembentukan Pengadilan HAM
Ad Hoc ini merupakan imple-
mentasi dari Undang-undang No.
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan
HAM. Dasar pembentukan
Undang-undang tentang Penga-
dilan HAM ini tercantum dalam
ketentuan pasal 104 Undang-
undang No.39 Tahun 1999 tentang
HAM.

Namun seiring dengan disah-

kannya Undang-undang No.26
Tahun 2000 oleh DPR RI, para




'..al{tms HAM melihat begr‘u banyal

l«.elemahan yang terkandung dalam
Undang—undang, dan menganggap
kelemahan itu justru dikhawatirkan
| akan membebaskan tetdaiwa da,,i
~jeratan hukum. Bm:uknya Penga—
© dilan HAM Ad Hoc ini ditengarai

.merupakan aklbat adanya z’mf;gazfzma
- kekuaszan: yang bertu]uan untuk

5 e mehndungi pata tersanglxa pelang—

“garanberat HAM, sehingga sangat

- mungkin pengadilan ini ch]adikéﬂ
para pelaku sebagai “pelamas”
untuk dapat meloioskan d_i.ri dari
;eratan huknm (mgpzzmgjf)

Kelemahan 131nnya adaiah
UndanW—undang ini tidak secara
spesifik mencakup semua halyang
dibutuhkan untuk menjamin tet-
jadinya pengadilan yang adil dan
memetiuhi a5as fzr frial, Pasal 10
Undang-undang ini dapat menutup
kemungkinan digunakannya hukum
acara lain selain Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidapa
(KUHAP). Sementara i, KU-
HAP sendiri masih memiliki
beberapa kelemahan mendasar
untuk dipakai dalam menyidangkan
kasus-kasus pelanggaran berat
FAM. Karena memang KUHAP
tidak dibentuk untuk mengadili
pelanggatan berat HAM yang sifat
hukum acaranya lebih khusus dan
tingkat kesesuaiannya masih jauh

dengan ‘prosedur-hukum acara -
yang digunakan beberapa tribunal
mternasional misalnya Pengadil_éﬁ_ =
Nuremberg dan Tokyo, ICTY dan - -
ICIR: Tingkat kesesuaian yang
paling jauh adalah menyangkut .
tentang masalah pembuktan ter-
masuk didalamnya alat bukd daﬂ'-
proses pembuktian. )

“Dalam Pasal 184-190 KU—.E =

HAP yang dijadikan alat bukti

adalah: (1) keterangan saksi, (2) ”
keterangan ahli, (3) surat, (4)
petunjuk dan (5) keterangan
terdakwa. Dan bila diperhatikan
kelima alat bukti tersebut akan
sangat sulit digunakan dalam
persidangan kasus pelanggaran
berat HAM karena ada tiga elemen
kejahatan yaita meluas, sistematis
dan intensitas yang pembuktiannya
tidak mudah. Persidangan-pezx-
sidangan internasional biasanya
lebih banyak menggunakan alat
bukti berupa rekaman, baik dalam
bentuk kaset maupun film atau
dokumen-dokumen fotocopy,
artikel lepas, kliping koran, atau
opini yang terkait, yang oleh
KUHAP selama ini adak diterima.
Karena yang menjadi kendala
adalah apabila zempuys delictinya ber-
ada jauh misalnya di Timor Leste.
Bagaimana bila saksi hanya ber-
sedia bersaksi melalui rekaman




B -video, atau melalui teleconverence
TV atau telepon)? Hal ini juga
- 'ﬁdzﬂ_«: diatur oleh KUHAP. . -
©Kelemahan 'Iairinya' adalah
"mengenm ‘masalah persiapan
infrastruktur Pengadllan HAM.
“‘Berawal dari proses pembentukan
'.Pengadﬂan HAM Ad Hoc untuk

 kasus Timor Timur yang: ‘memakan

- waktid lama terhm_mg Se]ak di-
‘limpahkan hasil penyelidikan KPP
HAM TimTim kepada Kejagung .
Karena hal ini akan berpengaruh
padasaat proses pembuktian,
mengingat besatnya kemungkinan
telah hilang atau berkurangnya
barang bukti atau saksi penting
yang dibutuhkan untuk membukt-
kan bahwa telah terjadi pelanggaran
berat HAM di Timor Leste.
~ 'Selain kelemahan-kelemahan
di atas ada banyak kelemahan-
kelemahan lain yang ndak dapat
diutaikan penulis satu pessatu di
sini. Namun pada intinya, akibat
dati banyaknya cacat bawaan yang
terdapat pada Undang-undang
N¢726 Tahun 2000, sulit kirﬁﬁya
bagi kita untuk menggantungkan
harapan terlalu tinggi, karena
Pengadilan HAM Ad Hoc untuk
Timor Timur dan Tanjung Priok
diadakan lebih untuk menjawab
tekanan internasional ketimbang
berangkat dari kesadaran akan

pentingnya perhndungan dan
penegakan HAM. . o000

- Karena berbagai kelemahan ch
atas, tampaknya dibutuhkan ke-
beranian para Hakim rnaupun_]aksa
dalam membuat terobosan-tero-
bosan dengan mempertlmbangkan
pengalaman pengaiaman praktek—
praktek internasional, terutarna
dalam hal menentukan z‘be most
regbamzb/e person”. .

II. Kejahatan Kemanusizan

Kejahatan kemanusiaan me-
rupakan kejahatan yang melanggar
batas-batas kemanusiaan, dan oleh
karenanya pengakman kejahatan
kemanusiaan sebagai kejahatan
internasional menegaskan bé.hwa
pelanggaran-pelangearan berat atas
hak asasi manusia tidak Jagi hanya
merupakan yurisdiksi suatu Negara
saja, melainkan masyarakat inter-
nasional secara hukum juga wajib
mentaatinya.

Jika dilihat hubungan antara
Hukum Humaniter dengan Hak
Asasi Manusia, maka hukum
Humaniter berlaku pada waktu
sengketa bersenjata, sedangkan
HAM betlaku pada waktu damai.
Namun intisari hak-hak asasi (HAM)
tetap berlaku sekalipun pada saat
sengketa bersenjata. Keduanya, yaitu




bah}m : : :
- Walaupua! seﬂngkah ke}ahatan
te_rhadap kemanusiaan tegjaci akibat
pepetangan, namun kejahatan ter
‘hadap kemanusiaan dibedakan dad
kejahatan perang, ‘Apabila kejahatan
perang hanya dapat tefjadi pada saat
perang, maka kejahatan kemanusiaan

dapat terjadi baik pada saat perang

maupun pada saat damai sebagai-
manadmyatakan pada pasaléngam
Nuremberg, . -

Pasal 6(c) P;agarn Nurembe:cg
tentang crumes qgainst btf?fzani{y,
menjelaskan bahwa “&eiabaian fe-
mmanusiaan merupakan segala bentuk
tindakan pembunsthan, pemusnaban,
perbudakan, deportasi, dan berbagas
lindakan tidak berperikemannsiaan Jain

yang dzla,éméarz feﬁmd@ pe;zdydzzfé J‘{pzl f_;:; i
- 'melcncrkapz Juga ada keterpaduan
dan keserasmn kmdah ~kaidah | yang"
* berasal dari .mstrumen—msﬁ:umen;_-
HAM engan kaidah-kaidah yang
~ berasal dari instrumencinstrumen
 hukum h umanitér mtemas;ional
7 Keduanya tidak hanya mengatur
F hubungan {arapemeﬁﬁtahdengan
rakyat, tetapi juga ‘mengatur “hu-
i di dntata ‘negara-dengan
: negam dengan menetapkan hakehak
dan kewa}iban mereka secard ﬂmbal .

.rebe!ym mangwz - pada saat perang, atay
serna kejabatan. lainnya_yang dzlezz‘ar-:_'..:-
éeéz/egﬂgz peﬂgaﬁz@zﬂaﬂ deﬁcgan cz/maff{.-f_ '.
pa!zﬁ/é, ras dafz agana... : i
Sekretaris }enderai PBB dai

- laparannya kepada Dewan. Ke--_: -

armanan- PBB tanggal 3 Mei 1993
memberikan definisi: tentang %«.e~

. jahatan kemanusmzm " ‘deakan_
tindakan ttdai\. berpeﬂkemanusman (o

yang-sangat sefius, seperti pem-
bunuhan, penyiksaan, atau perkosaan, -
yang dilakukan sebagai bagian dad. -
serangan yang meluas dan sxstemank _
tethadap penduduk sipil, di mana .
serangan ini dﬂatarbelakangi per-.
bedaan. Lewargmegqman, polit_;ik_:":_
etnis, ras dan agama.” .
' Dalam definisi yang dibeukan
oleh Sekretatis Jenderal PBB diatas,
dinyatakan bahwa kejahatan ke-'
manusiaan dilakukan sebagai bagrian
serangan wweluas dan sisterialis ferhadap.
pencdre sipil Definisi yang samajuga
dinyatakan dalam Pasal 5 Statuta
ICTY tentang kejahatan terhadap
kemanusiaan, namun perbedaannya
definisi yang dibetikan Sekretaris
Jenderal PBB dapat dikatakan sebagai
pandangan secara umum mengeriai
kejahatan terhadap kemanusiaan,

2. Theodar Meron. *Thz Protection of the Human Person and Hanaiitarian Law” Bufin of Fluman Rights, 91/
I, United Nations, New York, 1992, b33, dikentip dari Arling et ol], ICRC,

3. Report or The Secretary Genzral persuant to parcgraph 2 Seairity Coundl Resolution 808 (1993). per 48.




z_J-.bukan merupakan suatu deﬁmsx

© . hukum, atau dengan kata. lain tidak
. '."mennhlqkelmatanhulﬁnnyangsama
-dengan Stamiea ICTY. - Fa

- Pasal 5 Statuta IC'IY menge'la;
B .ke;ahatan terhadap kemanusiaan,
g :selengkapnya menyatzkan “Penga»
“dilan internasional’ mempunya1

. 2 :kewmangan untuk menunmtorang~ .
- orang yang berranggung}awab atas
o ke;ahatan~ke;ahatan di‘bawah ini,

yang dilakukan pada saat konflik
bcrgen]_ata ba_lk yang bessifat inter-
nasional ‘maupun internal; dan

dilakukan terhadap penduduk sipil:-
a. pembunuhan, b. pemusnahar, ¢.

perbudakan, d.-deportasi atau pe-
mindahan paksa," e pemenjaxaan; £
penyiksaan g pemerkosaan, h.
penganiayaan karena alasan politik,
ras dan agama, 1. tindakan-tindakan
yang tidak berperikemanusiaan lam.

-:Datiuraian pasal 5 di atas, dapat
dilihat adanya dua kategori kejahatan
tethadap kemanusiaan : Pertama,
Kejahatan terhadap kemanusiaan
yang mensyaratkan adanya maksud
tertentu (spesfze suteni) dati pelaku,
Kedua, Kejahatan yang tidak men-
syaratkan adanya maksud tertentu
dari pelaku.

Ke]ahatan yang dapat dl«"_
golongkan dalam kategori: peri:ama_'
adalah persekus1 betdasarkan alasan;.
politik, :ras, agama, seperti:yang:
tercantum dalam Pasal 5 (h). Unruk
dapat dituntut berdasarkan ke]ahatan :
ini, maka penuntut hatus dapat mem-
buktikan adanya maksud disknmx
natif (diseriminaiory infeni) dari pelaku'.
yang melakukan kc;ahatan tersebut.
Sedangkan kejahatan yang tergolong
kategor yang kedua adalah kejahatan
lain yang tidak tergolong pada
kejahatan pertama. _

Istilah “dalam skala besat? atau
“meluas’ (widespread) berarti bahwa
kejahatan tersebut dilakukan dalam
skala yang besar dan dalam wilayah
yang luas* Sedangkan istilah “sis-
teratis” (systematic) berarti bahwa
tindakan tersebut memiliki pola ter-
tentu dan digunakan sebagai alat
untuk menimbulkan penderitaan
pada kotban.? :

Definisi kejahatan terhadap
kemanusiaan yang disepakati negara-
negara di dunia dirumuskan dalam
Pasal 7 Statuta Roma 1998 yang
menyatakan : “...kejahatan terhadap
kemanusiaan adalah setiap kejahatan
yang diuraikan di bawah ini yang

4. Rager. 5. Clark dan Madeleine Sann, The Proscousion of International Crinses, Tmmamﬂ;r Publisibers, New

Brupswick, 1996, hlm. 288.

3. Fhid




B perhhatkan bahwa seluruh tindakan
- yang: dilakukan oleh aparat militer

“dan kelompok~kelompok bersen—
¥ }ata terhadap penduduk 31p11 daiam
“kurun wakiu diatas dapat dikate-
gonkan sebagm peianggamn berat
HAM dengan merujuk: pada

. -.prmmp prinsip hukum kemanu-

' sizan dan berdasarkan bentik dan

© . sifat ke}ahatannya (se al divoonm=
s '-kannya dua opsi oleh: pememntah

Indonesia hingga dlserahkannya
Timot Timur-secara resmi pada
PBB), bersifat sistematis, terencana,
kolektif dan. masif, serta meluas.
Pelanggaran berat HAM di Timor
Timur tersebut diantaranya adalah:

- Pembunuhan massal: Dalam
beberapa kasus, pembunuhan
terjadi di: pemukiman penduduk
sipil, tempat ibadah (gereja),
bahkan penampungan pengungsi di
markas militer dan polisi. Setidak-
nya menjelang pengumuman opsi
di awal tabhun 1999 hingga akhir
September 1999 tercatat 394 kali
tindzkan yang merenggut hak
hidup warga sipil dalam 142 kasus
yang terjadi di berbagai propinsi di
Timor Timur.

Penyiksaan dan Penganiavasn:
Hampir dalam setiap kasus tindak
kekerasan yang dilakukan milisi
terdapat laporan dan bukd tentang
penyiksaan dan penganiayaan

terhadap penduduk sipil yang nie- e
mﬂﬂq keyakinan politik berbeda S
Penghllangaﬂ ‘Paksa L
Penghﬂ_angan_paksa ini dﬂakukaﬁ _'
oleh kelompok-kelompol milisi _
yang diduga memperoleh bantuan
dari aparat keamanan derigan cara -
menculik ‘dan’ menangkap untuk'__

Lemudian dieksekusi’ seketika -

(smmary excecurion). Dalam catatan: -
KPP HAM dalam periode bulzan
April sampai September 1999
sedikitnya terdapat 5 kasus peng-
hilangan paksa di berbagai propinsi
dengan 17 orang hilang. €

Kekerasan berbasis gender
Perkosaan terhadap perempuan di
Timor Tirmur memiliki ciri : (a) se-
orang pelaku terhadap seorang
perempuan, (b) lebih dati satu
pelaku terhadap scorang perem-
puan, (c) lebih dari satu pelaku
terhadap sejumlah perempuan
secara bersama dalam satu lokasi,
{d) penggunaan satu lokasi tertentu
dimana tindak perkosaan dilakukan
secara berulangkali.

Pemindahan Penduduk secara
paksa : Yang terjadi sebelum dan
sesudah pengumuman jajak pen-
dapat.

Pembumihangusan dan pe-
musnzhan : penyelidikan dilapangan
telah membuktikan bahwa telah

terjaci suatu pengrusakan, peng-




- hancuran;dan pembakatan secata

* missal; tetencana dan sistematis di

-_'-berbagal kota. (Dlll Suai, Liquisa,
diy. Pembumlhangusan ini. di-
"-_lakukan terhadap rumah-rumah
‘penduduk sipil, toko, ‘gedung-
| ._.'gedung perkantoran, yang dilaku-
kan.oleh’ elemen-clemen aparat
: .Leamanan daﬁ unsure TNI danKe-
e pohslan tidak -melakukan. spen-
cegahan ketlka pemburm hangusan

' ter]acL i
--Seiuruh rangkaian kejahatan
terha'dap kemanusjaan di atas me-
rupakan tanggungjawab tiga
kelompok pelaku yaitu: Pertama,
Para pelaku yang secara langsung
berada di lapangan yakni para
milisi; aparat militer dan kepolisi-
an. Mereka yang melaksanakan
pengendalian operasi termasuk
tetapi tidak terbatas pada, aparat
birokrasi sipil terutama para
Bupati, Gubernur dan pimpinan
militer serta kepolisian local.
Individu-individu yang diduga
melakukan kejahatan terhadap
kemanusiaan pada tingkat pengen-
dali -dan koordinator operasi
lapangan berdasarkan lapotan KPP
HAM terdapat 18 orang, di-
antaranya adalah: 1) . Mayjen
Adam Damiri, Pangdam Udayana:

Sebagai Pangdam ikut mendukung
kegtatan milisi, tidak mencegah dan

menindak keterlibatan anggota
TINI dalam milisi. 2) Kolonel Polisi
Timbul Silaen, Kapolda Timor
Timur : Sebagai Kapolda meme-
gang Kodal sampai tgl. 6 Septem-
ber 1999, untuk keterlibatan ‘dan
keamanan sesuai dengan Per‘a’ﬁjiéh
New York Mei 1999, tidak
mengambil tindakan pencegahan
yang efektif untuk menghentikan
rangkaian pelanggaran HAM. 3)
Abilio’ Soares, Gubernur Timor
Timur © Tkut membentuk, men-
fasilitasi dan mendukung satuan-
satuan milisi di setiap kabupaten.
4). Dominggos Soarez, Bupati TK
1 Dili : Terlibat dalam mendirikan
dan membiayai milisi dengan
selubung Pamswakatsa.

Kedua, Pemegang tanggung-
jawab kebijakan keamanan nasio-
nal, termasuk tetapi tidak terbatas
pada, para pejabat tinggi militer
baik secara aktif maupun pasif
telah terlibat dalam kejahatan ter-
sebut. Individu-individu tersebut
harus juga diperiksa di tingkat
penyidikan, berdasarkan laporan
KPP HAM terdapat 4 orang,
diantaranya adalah: 1). Jenderal
Wiranto, mantan Menhamkan/
Panglima TNI : Diduga sudah
mengetahui terlebih dahulu akan
terjadinya situasi yang mengarah
pada tindak kekerasan dan bahkan




_mengetzhut 'sﬁaah/ %edaﬂg {erjadi

'a_paxa mﬂlbl dengan
lr; maupun blro-

tang, WAKASAD Mengeluarkan
intah GUNKUAT atau peng—
'-:--gunaan' 'kekuatan atas nama
KASAD dalam ‘menyiapkan
indakan preventif tindakan
pr<331f serta rencana pemindahan
. _kebelakang/ pengungsian apabila
 opsi kedua menjadi pilihan,
e bertzmggalfi 51999, perintah dalarn
~ suratini bukan wewenang KASAD.
.-_Wewenang KASAD hanya pem-
: -_:bmaan kekuatan (BINKUAT). Ada
- indikasi’ yang terkandung dalam
- perintah itu bahwa terdapat suatu
g 'k_eb;}aksanaan untuk nenerapkan
suatu tindakan represif jika opsi
- pertama ditolak. Perintah yang
dikeluarkan T etjen Johny Lumin-
tang meii;pakan dasar yang me-
lahirkan suatu kebijakan pengung-
sian paksa yang terjadi di Timor
Timur setelah jajak pendapat.

- Berdasarkan Laporan Akhir
dari KPP HAM untuk Timor

Timur di atas, maka KPP HAD
ményampaikah rekomend
kepadfl DPR RI untuk seg

membentuk Pengadl}m I—IAM Ad =

pemBentukan Pengad11an I—IA\/I
Ad Hoc tersebut beraasqua

Undang—undangNo 26 Tahun 2(}00-__: e
'pasal 43(2). Namun dalam imple- =
mentasinya ternyata dipetlukandua
buah Keppres agar dapat men- = -
jalankan Pengadilan Ad Hoc ini;
karena Keppres yang pertar_ria'_i‘_t'
(Keppres No. 53 Tahun 2001) oleh .
pemerintah dianggap memiliki
kelemahan karena maempunyai:
wilayah yurisdiksi yang terlahu luas
(ddak dibatasi baik wilayah maupun
waktunya), sehingga kemudian'_'i :
wilayah dan wakwunya tersebut di-
persempit dengan Keppres No. 96
tahun 2001, dimana yurisdiksi kasus
yang akan diadili hanya ada tiga '
yakni Liquica, Dili, dan Suai,
dengan batasan pelanggaran berat 4

HAM yang boleh disidik hanya
yang terjadi bulan April dan
September 1999. “Keteledoran”
pemetintah itu menyebebkan

makin tersendatnya proses pemn-
bentukan Pengadilan HAM itu, dan
penyempitan yurisdiksi dari ISep-
pres di atas menimbulkan konse-




R L,ucns; yang senus pada L.asus—kasus

_ :._pelanggaran berat HAM yang

ter;adl rentang ak pendapat

o _Is.arcna t1dak semua kasus yang

ter;

ad1 dapat dmngkap, termasuk

- :_"'_para pelakunyq Dalam kasus

- _-'peianggqran bcrat HAM d1 Tunor
o Tlmur ini, beﬂaku prmszp per—

ot ggungjawaban atasan, terutama

= .;-:.]11"_'1 dilihat dam Lonsep mﬂltelf

' '3:'Ind1xridu mdnndu yang. harus
'bertanggunO}awab selain yang
diduga melakukan tindakan ke-
jahatan terhadap kemanusiaan
secara langsung dilapangan yakni
para é’ng gota/pimpinan milisi,
aparat TNI; Polri, serta pejabat
bitokrasi sipil di Timor Timut,
tetapi juga indiv_idu yang diduga
melakukan kejahatan karena posisi
dan tindakan: tmdakannya dalam
imgkat pengendah dan cootdinator
chi_apgnga_n_ _bahkan pe;abat tinggi
TNI di ting}\ﬁt pusat )?an:g merme-
gang tanggung jawab kebl]akan
keamanan nasmnal

- Untuk 1nd1v1du—md1wdu yang
didug'i melakukam pelanggaran
berat HAM karena posisi dan
tindakan-tindakannya dalam ting-
kat pengendali dan coordinator
dilapangan sepert Adam Damiri
selaku Pangdam Udayana, Timbul

Silaen selaku Kapolda T;mor
Timur, dan lain-lain, pi:ih'sip
pertanggungjawaban komando
berlakun karena 1erpenuhmya
unsure-unsur delik pada pasal 42
Undang-undaﬁg No.26 Tahun
2000. Pandam yang dalam hal i ini

'memilxki kekuasaan aebagél

Pangkoops G_lhat Struktur Ko

-~ do Operasi) dan Kapolda ."‘_ﬁdak

melakukan pengendahan efekrif
berdasarkan i»ewenangannyft untuk
melaixukan tindakan pencegahan
atau penghentzan ketika bawahan-
nya akan/sedano melakukan
pelanggaran berat HAM. Di,mana
tindakan bawahannya t(:r_scbut
diketahui atau seharusnya dlketahm
(karena adanya hubungan até_sa_n
dengan bawahan) olehnya. Bahkan
komandan atau atasannya tersebut
melakukan aetrs reus (tindakan yang
dilarang) dengan melakukan tinda-
kan pembantuan atau persekong-
kolan dengan pelaku sehingga
mereka harus bertanggungjawab
sama seperti pelaku.

Penuntutan berdasarkan

tanggungjawab komando pada
Panglima TNI dan Mcnhankam,
atas pelanggaran berat HAM di
Timor Timur didasari katena saat
itu Panglima TNI/Menhankam
mempunyai tanggungjawab pada




| Wﬁayah '. ijériéhfu kebijaksanaan
’ (pohcy maker) ‘dan *nengetahm
| ' embenarkan adanya hu-

dan
ung o ctat antaza para milisi

- dan aparaf:TNi namun tldak
| -melakukaﬂ
| 'un'tuk meucegah dan memndak

'dakan yang efektlf

: 1almd11apangan Tentu  saja

SE udaklah mudah terutama

:’daiaﬁa hal;pembuktmn karena

'b__crdasa_rkan_._ Bahan Penjelasan
Tuduhan Pelanggatan Berat HAM
di Timor Tlmut Paska Jajak Pen-
-dapat yang: ‘dibuat oleh Tim
Advokasi HAM Perwakilan TNI,
dalam hubungan komando rmhter
pelaku adalah “bawahan Iangsung
daﬂ atasan L langsung” yang berhak
membem petintah, instruksi atau
komando “one stgp up”. terhadap
“one step dows’, sesual adapt istiadat,
tradisi, norma, disiplin dalam
hukum militer. Sebingga sulit untuk
menghukum “The Most Responsible
Pem;z' . Namun semua itu bergan-
tung pada penerapan prinsip
tanggungjawab komando di Indo-
nesia dan proses penyidikkan serta
pengadilan yang fair, karena
pengadilan HAM Ad Hoc untuk
Timor Timur ini bukan sekedar
mengadili para pelaku lapangan

yang}notanen_&hanya menjalankan
petintah atasan atau mengadili para
kambing hitam, tetapi juga mencati

siapa yang paling bertanggung-
jawab terhadap pelanggamn HAM .
yang teqadl : e

m ?ERTANGGUNG}AWAB
AN ATASAN DALAM KON-

- SEPMILITER DI INDONE-

"Kétikla terjadi pelanggatan
berat HAM di Indonesia maka
selain yang harus bertanggung
}awab adalah individu yang diduga
sebagal pelaku pelanggaran berat
HAM, atasannya atau komandonya
juga turut bertanggung jawab apa-
bila pelanggaran berat HAM tet-
sebut dilakukan oleh bawahannya/
pasukannya di bawah pengendalian
atau komandonya yang efektif.
Dehgan demikian munculah suati
benmk pertanggunjawaban atasan/
komandan.

Pertanggungjawab atasan/
komando di Indonesia baru di-
kenal setelah berlakunya Undang-
undang Ne.26 Tahun 2000. Prinsip-
prinsip pertanggungjawaban atasan
ini diadopsi dari hukum inter-
nasional oleh karenanya dalam
penerapannya tentu menyesuatkan

dengan mekanisme penerapan




. dala pembukﬁandanpen;amhaﬂ
i '}-hukumzm yang dlterapkan d1 Mah—'
L -Zkarmh Intcmamonal G

- Pasal 80 K1tab Undang-.

. 11 ﬁng Hukum Pidana Mlhter
-__ﬁ-jrncnganut pertanggung]awaban

”'_'_komando akibat sengaja” mem- .

biarkan anggota melakukan ke-

"f-.]ahatan Ixe]"ahatan yang: chmaksud
- di sini ha; ya:'khnsus pe]anggaran-
: "-terhadap ketentuan: yang telah

o dirumwkan dalany suam petjanjian
yang berlaku antara 1ndonesm dan
suatu negara lawan yang berperang
_ dengan Indoncsm atau_dengan
suatu peraturan yang ditetapkan
senada dengan per;an ian tersebut

_ Pasal 42 Undang undang
_No 26 Tahun 2000 menegaskan

Pertama, Komandan rmhter
atau seorang yang secara efektif
bertindak sebagai komandan
militer dapat dlpertanggungjawabm
kan terhadap tindak pldana yang
berada dalam YLIIIdﬂsSl pengadﬂan
HAM, yang dilakukan oleh pasu-
kan yang berada di bawah komando
dan pengendaliannya yangefektif,
atau berada di bawah kekuasaan
dan pengendaliannya yang efektif
dan tindak pidana tersebut me-
rupakan akibat dan tidak dilakukan
pengendalian pasukan secara patut,
yaitu: ((1)Komandan militer atau
sescorang tersebut mengetahui atau

-kuasaannya untuk mencegah atau
‘menghentikan perbuatan tersebut

dasar. keadaan saatity sehqrusnva-

mengetahm bahwa. pasukan ter-
sebut sedang melakukan atau 'baru
saja melakukan pelanggara :
HAM dan (’)) Komandan

.atau seseorang tersebut uda_

atan. menyerahkaﬂ peiakunya
untuk dﬂal\.ukan penyehdﬁ{an
penyidikan, dan penuntutan.

- Kedua, Seorang atasan bazk
polisi maupun sipil, bertanggung—
jawab secatra pidana terhadap
peianggaran berat HAM yang
dilakukan oleh bawahannya yang
betada di bawah kekuasaan dan
pengendahannya yang efektif,
katena atasan tetsebut tidak
melakukan pengendalian kepada
bawahannya secara patut ‘dan
benar, ‘yakni: 1)Atasan tersebut
mengetahui atau secara sadar
mengabaikan informasi yang secara
jelas menunjukkan bahwa bawahan
sedang melakukan atau baru saja
melakukan pelanggaran berat
HAM; dan 2) Atasan tersebut tidak
mengambil tindakan yang layak dan
diperlukan dalam ruang lingkup
kewenangannya untuk mencegah
atau menghentikan perbuatan ter-




| 555.‘435 atau menyerahkan pelakunya
:'k_é:_p__aci_a".'__pgjabat yang bétwenang
untﬁk’dilakukan peh'y'elidikl\.an
| peny1d1kan dan penuntutan. -
| Unsur~unsur delik pada pasai

42 Undang-Undang No.26, tahun

- 2000 untuk menentukan pet-

: tanggung}awaban kornzmdo (1)
- efektif bertindak sebagai koman-
- dan mehter/ sxpﬂ (2) ‘mengen~
dalikan secata efekdf; (3)menge-
- tahui dan sehatusnya mengetahui;
(4 tidak melakukan tindakan yang
diperlukan dalam ruang lingkup
kekuasaannya untuk; (5) mencegah,
ataw; (6) menghentikan, atay; (7)
menyerahkan kepada pejabat yang
berwenang

Unsur-unsur di atas dikenal
juga sebagal elemen pertanggung—
jawaban komando

Komando Da.lam Operasi

Sebelum lebih jauh membahas
mengenal masalah pertanggung-
jawaban komandan di Indonesia,
maka penulis menguraikan terlebih
dahulu konsep dari komandan dan
komando itu senditi dan komando
dalam operasi meliter di Indonesia.

Komando menurut doktrin ko-
mando”kekuasaan berdasarkan
hukum untuk memetrintah dan
mengatur satuan dan prajurit di
‘bawah komandonya.” Di samping

pengertian tersebut, komando juga
digunakan untuk: (1) Saruan unig, -
(2) Aba-aba atau perintah, (3) Se-
butan untuk satuan khusus TINT AD -
~Sedangkan komandan adalah
seorang yang memiliki wewenahg '
dan tanggung jawab atas pelaksana-
an tugas satuan yang berada di
bawah komandonya. Secara yuridis.

belum ada pengertian komando . -

atau komandan di Indonesia. Yang
dilaksanakan selama ini hanyalah
berdasarkan kebiasaan di 11ng~
kungan TINI.

Pengertian Kesatuan Ko-
mando (Unity of Command) sebagai
azas organisasi dalam TINI adalah
bahwa tanggung jawab pelaksanaan
tugas terletak pada sata pimpinan.
Kesatuan Komando ini ditujukan
untuk mencegah duplikasi kepe-
mimpinan dan kebijakkan serta
guna menjamin kesaruan usaha dan
upaya dalam rangka mencapai
tugas yang telah ditetapkan. Ke-
satuan Komandan ini menjadi
syarat penting dan menjadi suatu
tuntutan matlak dan dilaksanakan
sangat ketat dalam kehidupan
meliter karena tugas meliter ber-
sumber dati negara dalam upaya
menjamin eksistensi negara dan

konsitusi dan tugas tersebut
merupakan tugas yang berat dan
beresiko tinggi.




o -';kan melah.u Rantm Komando (cbam

o of wmmmm’) yaitu saiuran hierarki
o _-i_:"':5_::pengomandoan mu1a1 darl ko-

. mando yang tertinggi- sampai

S '.'-dengan komando. pelaksana teren-

. dah. Kebijakan, keputusan dan
" .:"_':.'-permtah bersurnber dari komando
. atas dan dl;abarkan oleh: saf:uan_
:'__1':_.-__-_:_';bawah secata hierarkis’ ‘sampai
o pada tingkat pelaksana. Keputusan-
o keputusan pelaksanaan hanya dapat

'dﬂakukan oleh pejabat-pejabat
yang posisinya berada pada jalur
- Rantai Komando. Walaupuu pelak-

"_sanaan secara bertmgkat sejalan
) Ed(:ngzm pemngkatan satuan namun
pertanggungj awaban pelaksanaan
tugas tetap berada pada satu tangan
yaitu pemegang komando yang
paling tinggi kecuali adanya pe-
nyimpangan yang dilakukan olch
komando yang paling rendah.

.- Untuk lebih jelas mengenai
rantai kdi atas maka akan diuratkan
mengenai struktur komando dalam
operasi. Komando dikenal dalam
dua bentuk yaitu Komando pada
bidang tugas pembinaan dan Ko-
mando pada bidang penggunaan
atau operasi.

Pertama, Komando bidang

pembinaan, ditujukan untuk
membina satuan yaitu memelihara
dan meningkatkan kemampuan

j:he_:satuan komando dltetap~ B

-agar selelu smp tug'ls Komanda

pada bidang ini mengalir dari
Panglima TNI kepada Kepala Staf
Angkatan, dari Kepala Staf Ang—.

katan kepada Komandan/Kepala
- Dinas dan Jawatan sebagai badan

peiaksana pusat tingkat Mabes dan
kepada Komando Utama (KO A
MA) unsure. angkatan -

Kedua, Komando bldang.

pe ggg;naan atau operasi, chtu]ukan

untuk melaksanakan operasi-
operasi militer. Struktur komando
tergantung pada pola operasiyang
berlaku yaitu pada operasi pet-
tahanan dalam pola opetasi dalam
negeri. Pelaksanaannya dapat
mengikut struktur yang sudah ada
atau dibentuk satuan gabungan atau
satuan tugas gabungan. Dalam
operasi pertahanan, unsur pelak~
sanaan disebut Komando Daerah
Pertahanan dan dalam pola operasi
keamanan dalam negeri unsute
pelaksana disebut Komando
Operasi dalam strategi pertahanan
pulau-pulau besar maka KODAM
menjadi Kodahan atau Koops.
Apabila Panglima menyatakan
demikian maka seluruh unsur TNI
yang ada diwilayah KODAM men-
jadi unsur Kodahan atau ICoops.

Mengenai tingkatan serta
kewenangan dari pertanggung-
jawaban atasan adalah sebagai

berikut:




Pertama Presiden: Pasal 37

E _.a}at (1) ‘Undang-undang No.20

Tahun 1982 secara tegas menyata-
_kan bahwa Presiden dibantu

: ._P_angh_n_}a:. melaksanakan kewe-

: nangan Ifi@;_nando. Presiden dapat

~dikenakan pertanggungjawaban

secam pidzma apabﬂa telah terjadi

| _ada pemberltaan d1 Mass Med;a

A :_'amu laporan—}aporan yang men-

Jelaskan adanya pelanggaran tet-
sebut sementara Presiden tidak
melakukan upaya dalam bentuk
chrektif Presiden untuk melakukan
pencegahan baik terhadap pelang-
garan HAM tersebut maupun
terhadap pelanggaran Hukum
Humaniter.

Kedua, Kekuasaan Pang-
lima:a. Sebagai pelaksana ko-
mando dan pengendalian terhadap
Koops termasuk satuan yang
dibentuk disamping Koops; b)
Sebagai pejabat yang melakukan
pengendalian dan pengawasan
terhadap pelaksana tugas Koops
dan satuan lain yang dilibatkan; c)
Sebagai Perwira Penyerah Perkara
Tertinggi; d) Sebagai Atasan yang
Berhak Menghukum Tertinggi; d)
Berdasarkan laporan situasi dari
Koops dan dari satuan-satuan yang
dibentuk khusus serta pem-
beritahuan mass media, panglima

mengetahui atau parut mengetahui
adanya pelanggaran-pelanggatan
dalam operasi; €) Apakah dalam -
upaya direkef atau perintah tugas -
kepada Koops dan satuan hainyang
dibentuk terdapat upaya pencegah-
an terhadap pelanggaran Hukum
Humaniter dan HAM. Kalau tidak
ada maka Panglima bertanggung-
jawab pidana berdasatkan prinsﬁ__i'p:
pettanggungjawaban komando;_{_{)‘ -~
Apakah ada upaya Panglima de--
ngan menggunakan kewenangé_f__i_
yang ada padanya untuk meng-
hentikan atau menindak atau
menyerahkan pelaku pelanggaran
kepada yang berwenang, kalan
tidak ada maka prinsip per-
tangeungjawaban komando ber-
laku. .
Ketiga, Panglkoops, adalah
komandan militer yang efekrif
dalam pengendalian operasi dan
pasukan. Pangkoops menertma
tugas dari Panglima dan mengen-
dalikan seluruh satuan TNI di
bawah Koops. Kekuasaan Pang-
koops adalah: a) Sebagai pelaksana
komando dan pengendalian opera-
si terhadap satuan-satuan di bawah
komando Koops. b) Sebagai pe-
laksana pengendalian dan penga-

wasan pelaksana tugas operasi
terhadap satuan dan prajurit di
bawah komandonya. c). Sebagai




b -Pet:wua Penyerah Pexi«.am tertmggl_' :
o di daerah ‘operasi. d)  Sebagai
S Atasan ‘yang Berhak Menghukmn
R ".'i':temnggz di daerah operasi:-

_ Darx 'pe'ngamatan senchri "
B benta mass media dan dad Iaporan' _
S satuan ba\V"lh Pangkoops menge-
o pahui arau seharusnya mengetahui -

: "'-3ibahwa prajurit di bawah koman-
s donya melakukan pelanggaraﬁ_
S HAM. Jika dalam petintah opetasi

_yang dikeluarkan tidak ada upaya

L mencegah te::]acimya pelanggaran

Huk_um_ Humaniter arau HAM, .
_atau upaya pencegahan lainnya

©seperti penjuluban dan pembe-

“kalan satuan tentang Hukum
Humaniter dan HAM, ataupun
dengan kekuasaan yaog dimilikinya
tidak ada upaya untuk meng-
~ hentikan atau menindak pelaku
pelanggaran, maka prinsip per-
tanggungjawaban komando ber-
laku bagt Pangkoops.

“DANREM selaku Dan
Subkoops, adalah komandan
Militer yang rfektif dalam pengen-
dalian operasi dan pasukan di
bawah komandonya. Dantem
menerima tugas dari Pangkoops
dan mengendalikan seluruh pasu-
kan di wilayahnya kecuali perkuatan
Pangkoops. Kekuasaan Danrem
adalah: a) Sebagai pelaksana
komando dan pengendalian opera-

st texhadap satuan dan’ pra]urzt dJ o

bawah komandonya b) Sebagm-_'

_pengendah dan pengawas pelaksana

tugas: satuan dan pra]umtdibawah'_. :
komandonya ¢) Sebagai Perwira .

‘Penyetah Perkara tethadap pra]uut-'

di bawah komandonya d) Sebagalf

‘Atasan yang Berhak Menghukum .
- .tcrhadap pra uﬂt di bawah koman-- :
donya Wi

Darz hasﬂ pengamatan sendm

'lapouan satuan pelaksana opetasi

dan pemberitaan mass media
mengetahui atau sehaxusnya
mengetahm bahwa akan tefjadi atan
Sedang atau telah terjadi pelangQ
garan Hukum Humaniter atan
HAM yang dilakukan pza;umt di
bawah komandonya. Dan jika tidak
ada upaya pencegahan dalam”ben—
tuk penyuluhan dan pembekalan
Hukum Humaniter dan HAM
kepada prajuzit bawahannya dan
apabila tidak ada upaya melakukan
pencegahan terhadap para prajutit
yang diketahui akan melanggat
Hukum Humaniter atau HAM,
atau bila tidak ada upaya untuk
menghentikan atau menindak
anggotanya yang melakukan
pelanggaran tersebut maka prinsip
pertanggungjawaban komando
berlaku. Pertama, Komandan
Satuan Pelaksana, model analisis
seperti di atas berlaku juga untuk




':_ ﬂén" prmszp peﬁanggung] awaban' .
E }xomando apablla a) Panghma atau'__

¥ enmkan pertanggung]awab'zn
i ‘koman o}fyzmg beslaki- bagl Ko-
e -’_;.mandan;S"i'tufm Pehksana Exedua, =

Hene Pet ’ _-_mt_el_r_lz_is;on'd _b’_‘l_h\.\r’l_ da_l_am pegj;___:_
_ gakan hukum di Indonesia masih o
. tetjadi “Gmpurity”; oknumisasi dan

garan Kond1sz inilah yang meng

':_:qklb'ztk'm qdqnva pemlamn dan;_..”'-_ ;

para komandan mangorbankan L

-. anak bmhnya

: :-':--:penmdakanie;:hadap pelanggaran_.
"'_'pra]umt di bawah komandonya-'-

 maka perlu diteliti unsur pem-
s -'.b&ntunya b) Unsur pembantu
B 3p1mpman pada bldangnya ddak
o .-_'--membf:ﬂ satan kepada: Panghma
~untuk-upaya’ pencegahan peng-
hentian dan penindakan terhadap
* pelaku pelanggaran Apabilaunsur
pembantu pimpinan di bidang

- hokum tidak ﬁie_mbeti‘saran maka
unsur pembantu pimpinan tersebut
dapat ‘dipertanggungjawabkan
secara pidana berdasarkan prinstp
pertanggungiawaban komando.
" Dati uraian di atas mengenai
pertanggungjawaban atasan dalam
konsep militer dapat disimpulkan
bahwa ~ sebelum  betlakunya
Undang-undang No.26 Tahun 2000
tentang Pengadilan HAM, hukum
nasional belum mengenal adanya
tanggungjawab komando, kecuali
kalau komandan sendiri yang
tetlibat langsung dalam pelang-

undang No 26 Tfahum 2000 pam? 5_'[:._ .
‘praktisi masih mempersoalkrmfiff

sejauh mana tingkat komando yang -

'dapat dipertanggungjaw flljlﬂn;_"_' \

secara pidana atas kejahatan yang.

_dllakukan oleh anak buahnya -
khususnya dalam hal pchnggamn-“ -.

berat HAM. Sikap praktisi ini-
menimbulkan penilaian bahwa
masih terjadi “Impunity” dan
melahirkan prasangkwprasmgka_
yang kurang menguntungkan
kredibilitas penegak hukum.
Perkembangan doktrin dan prak-
tek pertanggungjawaban pidana
bagi para pemegang komande
dilingkungan militer bersumber
dari kekuasaannya untuk meme-
tintah, mengatur, mengendalikan,
dan mengawasi prajurit-prajurit
tindakan di bawah komandonya
dalam bentuk delik-delik “acr of
onzession” dan delik “abuse of power”.
Untuk lebih jelasnya mengenai
penerapan pertanggungjawaban
atasan/komando terutama dalam
kasus pelanggaran berat HAM di




.:_'T;Indonesza maka akan diuraikan
T '{bebcrapa kasus yang menyangkut
. prinsip pertanggung]awaban atas-

f 'an / Lornando di bawah ini..

W Kesxmpulan =

3 Dan uraian di atas, setelah
i mehhat teoti pertanggung;awaban

© o atasan ‘terutama dalam konsep
o '_5:'-n11hter dan. melementasmya di -
- Indonesia dalam kasus pelanggaran

- bera_t: HAM “yang melibatkan
' ptinsip pertanggungjawaban atas-
an, maka Kita bisa menyimpulkan
‘bahwa ‘masih banyak pihak yang

© dapat melepaskan dirinya dazi

tanggungjawab karena memang
hukum atau proses pengadilan itu
sendm tidak mampu untuk men-
me_rupakan pihak yang sehatrusnya
paling'bertanggungjawab atas
peristiwa pelanggaran berat HAM
yang terjadi di Indonesia. Katena,
pada berdasatkan prinsip per-
tanggunjawaban komando/atasan
bahwa tanggungjawab pelaksanaan
tugas haﬂya berada pada satu tangan
yakm pemegang komando ter-
tinggi, namun kebiasaan, adat

istiadat, tradisi dan norma dalam
hukum militer itu sendiri. yang_
terkadang selalu mempersulit
proses pembuktannya. Pengadﬂan' :
Militer yang mengadili kasus Timor.
Leste, dianggap malah cendexung: _
melindungi anggotanya sendiri. Hal -
ini terbukti dengan tidak ada. satu-.'
kasuspun yang dapat mengadjh dan' '
menghukum para perwira tinge gl
yang diduga tetlibat dalarn kasii's:'

tersebut.

Hal-hal inilah yang men;adl
tantangan tetutama bagi para
penegak bukum dan pemerintah
untuk dapat menemukan celah-
celah keadilan yang selama ini sulit
untuk ditembus oleh hukum. Dan
Undang-undang No.26 Tahun 2000
tentang Pengadilan HAM, walau-
pun begitu banyak kelemahan di
dalamnya, harus dapat dijadikan
satana unfuk mewjudkan harapan
keadilan tersebut, sehingga tujuan
darl Undang-undang tersebut
untuk memberikan perlindungan
HAM dan memutuskan tantai
“impunity” dapat dipertanggung-
jawabkan kepada masyatakat Indo-
nesta.
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